BAB IV
TINJAUAN HUKUM TISLAM TERHADAP PuMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DI INDONESIA

Dalam Sistem Pemerintazhan Indonesia, Majelis Permusya-
wvaratan Rakyat adalah suatu Iembaga Permusyawaratan yang
merupakan Lembaga Tertinggi Negara, yang kedudukannya menga-
tasi (diatas) ILembaga Negara-lembaga Negzara lainnya dan di-
anggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia juga
sekaligus sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya dari ke-
daulatan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945,
Sehingga keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam
Sistem Pemerintahan Indonesia sangatlah sentral dan penting.
Kemudian untuk mengetahui lebih jauh apakah Majelis Permusya- -
waratan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia benar-
benar merupakan Lembaga Permusyawaratan yang ditempatkan se-
bagai ILembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai penjelmaan
seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus sebagai pemegang dan
pelaksana sepenuhnya dari kedaulatan rakyat, maka perlu di-
analisa proses pembentukannya, yaitu tentang bagaimana cara
pengisian keanggotaannya, juga perlu dianalisa susunan keang-
gotaan dari lembaga ters~but, Dimana hasil dari analisa ter-
sebut akan memberi gambaran yang jelas tentang keberadaan
Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan In-

donesia, Untuk kemudia akan ditinjau dengan Hukum Islam,



A. Analisis dari segi pembentukannya

Sebagaimana dijel.askan pada bab sebelumnya bahwa
yang dimaksud dengan Pembentukan Lembaga Permusyawaratan
adalah cara pengisian keanggotaannya, Jadi membicarakan
masalah pembentukan Iembaga Permusyawaratan adalah mem-
bahas tentang bagaimana idealnya pengisian  keanggotaan
Lembaga Permusyawaratan,

Dalam UUD 1945 tidak ditentukan dengan tegas ba~
gaimana cara pengisian keanggotaan Lembaga Permusyawarat-
an, Dari lima pasal UUD 1945 yang membicarakan perihal
Iembaga Permusyawaratan, Jadi dalam UUD 1945 tiljak ada
ketentuan (baca:pasal) yang jelas-jolas menyebutkan cara
atau metode apa yang seharusnya dipergunakan dalam me-
ngisi keanggotaan Lembaga fermusyawaratan, Namun setelah
diadakan penelitian yang mendalam atas pasal-pasal yang
membahas atau membicarakan perihal ILembaga Permusyawarat-
an dalam UUD 1045, ada satu ketentuan yang dapat dijadi-
kan petunjuk untuk mengetahui lebih jauh tentang eara pe-
ngisian keanggotaan Lembaga Permusyawaratan, Petunjuk
tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (1) UUD 1945, Pasal
tersebut menyebutkan bzhwa "Majelis Permusyawaratan Rake-
vat terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat
ditambah ‘ien;;an utusan-utusan dari daerah-daerah dan go-
longan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan

undang-undang", Dimana dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945
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tersebut ada anak kalimat yang berbunyi ",......, menurut
aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang", Anak kali-
mat ini dapat dijadikan kunci pembuka bagi penentuan
cara-cara pengisian keanggotaan Iembaga Permusyawaratan
yang dikehendaki oleh UUD 1945, Dengan melakukan inter -
_pretasi (penavsiran) yang luas, maka kita dapat mengam-
bil sebuah pemahaman bahwa berdasarkan pada anak kalimat
tersebut, maralah-macalah yang terkait dengan Lembaga
Permusyawaratan akan diatur lebih lanjut dengan Undang-
undang yYang pembuatannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden. Sehingga, masalah cara pengisian
keanggotaan Iembaga ‘ermusyawaratan akan diatur lebih

lanjut dalam Undang-undang.

Sementara itu sesuai dengan asas kedaulatan rak-
yvat yang dianut oleh UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (2), ma-
ka dapat ditarik sebuah benang merah atas proses atau
cara pengisian keanggotaan Lembaga Permusyawaratan Yyang

dikehendaki oleh UUD 1945, Dimana berdasarkan pada asas

kedaulatan rakyat tersebut, maka terpahami bahwa keduduk
an rakyatlah yang paling top; paling tinggi. Sehingga
rakyatlah yang berhak untuk memilih dan menentukan sen-
diri wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Iembaga Per-
musyawaratan, Hal ini dapat terrealisir dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara melalui pemilihan umum yang di-

laksanakan secara periodik setiap lima tahun., Aartinya,



berdasar pada asas kedaulatan rakyat yang dianut oleh
UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa UUD 1945 menghenda~
ki agar cara yang dipake’ dalam rangka pengisian keanggo-
taan Lembaga ‘ermusyawaratan haruslah menempatkan rakyat
pada posisi yang lebih dominan untuk memilih dan menentu-
kan sendiri wakil-wakilnya yang dipercayai untuk duduk
dalam Lembaga Permusyawaratan, Hal tersebut semakin tran-
sparan manakala dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) UUD
1945, Dimana didalam pasal dimaksud menyebutkan bahwa
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari unsur anggo=-
ta Dewan Perwakilan Rakyat zdalah unsur utama, sedanczkan
unsur dari utusan daerah dan golonsan hanya sebagal unsur
pelengkap saja., Atzu dengan kata lain, cara pengisian ke~
anggotaan Lembaga Permusyawaratan yang dikehendaki oleh
konstitusi (UUD 1945) adalah dengan cars pemilihan, Ke-
mudian berdasarkan UU.no, 15 Th, 1969 Jo. no.5 Th. 1975
Jo UU, no. 2 Th, 1985 tentang susunan den kedudukan Ma-
Jelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, cara yang digunakan
dalam proses pengisian keanggotaan Lembaga Permusyawa-
ratan di samping dengan cara pemilihan Yang merupakan ca-
ra yang pertama dan utama, adalah dengan cara pengangkat-

an dan penunjukan,

Dari uraian diatas terlihat bahwa cara Yang diper-

gunakan dalam proses pengisian keanggotaan Lembaga Per-
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musyawaratan berdasarkan UUD 1945, yakni dengan menafsir-
kan cecara luas atas pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat
(1), serta menurut ketentuan undang-undang, tentang su-
sunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De-
wan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rektar Daerah,
adalah dengan cara pemilihan, pengangkatan dan penunjuk-
an., Dimana dari pengertian unsur-unsur keanggotaan Maje-
1is Permusyawaratan Rakyat, yaitu unsur Dewan Perwakilan
Rakyat, utusan daerah dan utusan golongan, jelaslah bagi

kita unsur mans yang dipilih oleh rakyat, yang diangkat
dan vanc ditunjuk oleh Presiden selaku kepala Negara., De-

wan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat dan utusan
daerah sebagai wakil daerah, keduanya harus dipilih oleh
rakyat. Dimana untuk unsur Dewan Perwakilan Rakyat dipi-
1ih langsung oleh rakyat lewat pemilihan wmum, sedang
untuk unsur daerah dipilih sesara bertingkat, yaitu rak-
yat memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lewat pemilih-
an umum kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini akan
memilih utusan daerah, Sedangkan khusus untuk utusan go-
longan, cara pengisiannya adalah dengan cara diang:at

atau ditunjuk dari golongan yang bersangkutan aleh Pre-

siden selaku Kepala Negara,

Jadi mengenai cara pengisian keanggotaan Iembaga
Permusyawaratan, UUD 1945 dan Undang-undang yang terkait

dengan racalah tersebut, menghendaki agar Lembaga Permu-

syawaratan tersebut henar-benar merupakan Lembaga  Ter-
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tingri Negara yang mencerminkan seluruh rakyat Indonesia,
Dimana hal tersebut dapat diwujudkan apabila dalam proses

pengisian keanggotaan ILembaga Permusyawaratan didominasi

dengan cara pemilihan, sedang cara pengangkatan dan penun

jukan hanya sebagai pelengkap. Sehingga apa yang diamanat

kan UUD 1945, suatu Lembaga Permusyewaratan yang mencer -
minkan seluruh rakyat Indonesia, karena seluruh  lapisan
dan golon-an masyarakat terwakili dalam ILembaga Permusya-
waratan tersebut, dapat terwujud,

Sementara itu sebagaimana yang dipaparkan pada bab
terdahulu, bahwa berkenaan dengan urusan muamalah (kemas=-
yarakayan/ kenegaraan ) Islam sengaja tidak mengatur se-
caa rinci dan teknis. Islam hanya mencukupkan dengan
petunjuk-petunjuk uwnum, prinsip-prinsip dasar yang pen-
ting dan bersifat mapan. Untuk rincian dan segi aplikasi-
nya (penerapannya) diserahkan kepada kewenanzan umat
untuk memikirkannya melalui ijtihad dengan menggunakan a-
kal pikiran, Hal ini merupaken hikmah yang besar bagi
umat manusia, karena logika Islam didasarkan pada antisi=-
pasi bahwa masyarakat manusia selalu mengzlami perubahan,
perkembangan dan kemajuan. Dengan alasan itu, segi - segi
yang bersifat teknis dan aplikatif sengaja dibiarkan ter-
buka dan tidak perlu diatur dalam al-Qur'an, Sehingga na-
salah proses pengisian keanggot:an Lembaga Permusyawarat-

an, Islam hanya m:mberikan petunjuk-petunjuk umum berupa
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prinsip-prinsip dasar yang penting dan mapan saja, tanpa
perincian yang detil. Mengenai perincian dan segi aplika-
si dari cara pengisian keanggotaan Iembaga Permusyawarat-
an, diserahkan sepenuhnya pada kewenangan manusia untuk
mencari model dan cara yang tepat dan ideal sesuai deng-
an tingkat intelektualitasnya, yang sudah barang  tentu
dicesuaikan pula dengan situasi dan kondisi dari masya -
rakat yang melingkupinya, dengan ketentuan tidak bergeser
dan lepas dari prinsip-prinsip dasar yang digariskan oleh
Islam. Oleh karena itu mengingat bahwa Islam tidak membe~
rikan petunjuk yang rinci dan detil tentang cara pengi -
sian keangg taan Lembaga Permusyawaratan, namun hanya pe-
tunjuk-petunjuk umum berupa prinsip-prinsip dasar yang
digariskan Islam tersebut, Dalam al-Qur'an ada satu ayat
yang secara tersirat memberikan petunjuk yang dapat di-
jadikan pedoman dalam pengisian keanggotaan Lembaga Per-
musyawaratan, adapun ayat yang dimaksud yaitu Surat Asy

Syuura ayat 272,

Lafadz /‘MLTQ pada ayat diatas menunjukkeam pada
seluruh rakyat dalam negara, sehingga cara vengisian
keancgotaan Iembaga Fermusyawaratan, yang nota bene me-
rupakan wadah dari pelaksanaa musyawarah, tidak bisa ti-
dak harus mencerminkan seluruh rakyat, Sifat representa-
tif ini tidak mungkin dapat diwujudkan apabila rakyat

tidak terlibat langsung dalam proses pengisian keanggota~
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an Lerbaga Permusyawaratan. Artinya, berdasarkan lafadz
‘\E , pada ayat diatas, maka cara pemilihan oleh rak-
yat dalam pengisian keanggoyaan Lembaga Permusyawaratan
meTupakan cara yang pertama dan utama karena hanya cara
tersebut yang menjamin terwakilinya seluruh rakyat dalam
Iembaga Permusyavaratan, Sedangkan metode atau cara-cara
lain yang dimungkinkan juga lebih menyempurnakan proses
pengisian keanggotaan Iembaga Permusyawaratan agar selu-
ruh lapisan dan golongan rakyat terwakill seperti dengan
cara pengangkatan dan penunjukan, hanya ditempatkan seba-
gai pelengkap saja. Dengan kata lain terlepas dari cara-
cara yang digunakan dalam proses pengisian keanggotaan
Lerbaga Permusyawaratar, Islam renghendaki agar Iembaga
Permusyawaratan tersebut mencerminkan seluruh - rakyat,
yakni seluruh lapisan dan golongan yang ada dalam masya-

rakat terwakili dalam Lembaga Permusyawaratan,

Dengan demikian, apabila UUD 1945 dan  nerundang-
undangan dibawahnya yang berkaitan dengan soal pengisian
keanggotaan Lembaga Permusyawaratan, menghendaki agar
Lembaga Permusyawaratan tersebut mencerminkan seluruh rak-
yat, sehingga dalam proses pengisian keanggotaan ILembaga
Permusyawaratan menggunakan cara pemilihan sebagai cara
yang pertama dan utama, sedangkan cara pengangkatan dan
penunjukan hanya sebagai pelengkap saja, maka hal terse -

but dalam pandangan Islam adalah boleh karena sejalan de-



ngan ketentuan Islam yang jugs menghendaki hal yang sama
Karena pada dacarnya Islam menghendaki agar ILembaga Per-
musyawaratan tersebut mencerminkan seluruh rakyat, =2
hingga Islam memperkenankan penggunaan cara-cara yang di
pandang p:ling baik dan ideal, sesuai dengan situasi dan
kondisi masyarakat, dengan catatan cara-cara yang ditem-
puh tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentu-

an umum yang ditegaskan oleh Islam,

Analisis dari seri susunan keanggotaannya

Dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa
"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-ang-
gota Dewan Ferwakilan Rakyat; ditambah dengan utusan-
utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut
aturan yang ditetapkan dengan undang-undang", Berdasarkan
pada ketentuan (baca:pasal) tersebut maka susunan keang-
gotaan Iembaga Permusyawaratan adalah terdiri dari umsur
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, unsur utusan daerah dan
unsur utusan golongan, hemudian dalam pasal 1 ayat (1)
UU,no, 2 Th, 1985 yang merupakan penyempurna atas UU no,
5 Th, 1975 dan UU no, 16 Th., 1969 tentang susunan dan ke

dudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebut bahwa
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota De-
wan Perwakilan Rskyat dit:mbah dengzn utusan daerah, u-

tusan organicasi peserta pemilu, utusan golongan karya
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ABRI dan utusan golongan-golongan., Sehingga apabila pasal

2 ayat (1) UUD 1945 dihubungkan dengan pasal 1 ayat (1)

UU.no. 2 Th 1985, maka dapat diketahui bahwa susunen ke-

anggotaan Lembaga Permusyawaratan adalah meliputi :

1. Unsur dari golongan Dewan Perwakilan Rakyat ditambah
dengan;

?, Unsur dari utusan daerah, dan

3, Unsur dari utusan golongan, yang terdiri dari

a. Golongan Karya ABRI

]

b, Golongan Xarya non ABRI

c. <olongan Politik (peserta pemilu)

M ngerai susunan keonggotaan Lembaga Permusyawarat-
an tersebut, sebenarnya anggota Dewan Perwakilan Rzkyat
sudah cukup mewakili seluruh rakyat Indonesia namun me-
ngingat wilayah Negara Republik Indonesia, yang terdiri
dari berbagsai pulau, sehingga terdapat kebinekaan antara
satu den an lainnya, dan sudah tentu antara satu dengan
lainnya mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, Sehingga
perlu adanya utusan daerah sebagai wakil-wakil daerah, yg
dipilih secara bertingkst, dalam Lembaga Permusyawaratan,
Dengan demikian cukuplah aspirasi rakyat tersalurkan le-
wat ILembaga Permusyawaratan, karena Dewan Perwakilan Rak-
yat dan utusan daerah merupakan pilihan rakyat . sendiri.
Tetapi melihat pada kenyataan bahwa ada golong:n fungsio-

nal yane tidai ikut serta dalam pemilihan urum, maka di-
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mungkinkan golongan-golongan tersebut untuk duduk dalam
Lembaga fermusyawaratan., Dengan demikian seluruh lapisan
dan golongan rakyat terwakili dalam Lembaga Permusyawara-
tan. Namun perlu ditegaskan disini bahwa dalam menentukan
susunan keanggotaan Iewbaga Permusyawaratan unsur -unsur
yvang dipilih oleh razkyat, baik secara langsung  ataupun
dengan pemilihan bertingkat, haruslah menjadi unsur yang
dominan (mayoritas) dibandingkan dengan unsur-unsur yang
diangkat atau ditunjuk. Hal ini perlu guna mewujudkan su-
atu Lembaga fermucyawaratan yang reprecentatif, dimana -
seluruh rakyat, seluruh daerah dan seluruh golongan mem—
punyai wakil didalamnyasehingga Ilembaga Permusyawaratan
tersebut betul-betul dapat dianggap sebagai _ penjelmaan

rakyat, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945,

Sementara jitu, sebagaimana dipaparkan pada bab
terdahulu, bahwa Lembaga Permusyawaratan yang dikehenda-
ki Islam adalah suatu Lembaga Permusyawaratan yang re-
presentatif, mencerminkan aspirasi seluruh takyat, Hal
ini terpahami dari maksud lafadz /f\;<r° pada ayat 38
surat Asy Syuura, Jadi seluruh rakyat, seiuruh daerah dan
seluruh golongan yang ada dalar masyarakat harus terwaki-
li atau ada wakil-wakilnya yang duduk dalam Lembaga Per-
musyawaratan, Dan pada gilirannya diharapkan agar semua
kepantingan masyarakat atau rakyat dapat tertampung da-

lam Lembaga Permusyawaratan tersebut, Demgan lain perka-



taan untuk susunan keanggotaan ILembaga Permusyawaratan,
Islam mensyaratkan agar seluruh rakyat, daerah dan gola~
ngan terwakili dalam Lembaga Permusyawaratan. Tentang
bagaimana teknisnya, Islam hanya memberikan petunjuk-pe-
tunjuk umum berupa prinsip-prinsip dasar yang dapat di-
jadikan pengangan dalam penentuan susunan keanggotaan
Lembaga Permusyawaratan. Yang terpenting menurut paﬁdang-
an Islam adalah tegaknya hakikat'musyawarah dalam masya=
rakat (negara) den terlaksananya hakikat tersebut dalam
realitas kehidupan umat dalam bermasyarakat, bernegara,
dan berbangsa, tanpa membatasi sarananya. sehingga Islam
memperbolehkan penggunaan berbagai cara atau metode da=-
lam menetapkan susunan keanggotaan Lembaga Permusyawara-
tan. Jadi dalam susunan keanggotaan Lembaga Fermusyawa =
ratan tersebut seluruh rakyat daerah dan golongan harus

terwakili,

Sehingga apabila UUD 1945 dan yndang-undang -ten-
tang susunan dan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rak=-
yat, Dewan perwakilan Kakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah menghendaski agar dalam susunan keanggetaan Lemba=
ga Fermusyawaratan, didominasi unsur-unsur yang dipilih
secara langsung atau bertingkat, dibanding unsur yang di=-
angkat atsu ditunjuk, dengan demikian seluruh rakyat, se=

luruh daerah dan seluruh golongan mempunyai wakil, se=

hingga Lembaga permusyawaratén tersebut henar-benar pen=

jelmaan seluruh rakyat, maka hal tersebut menurut panda-



. ngan Islam adalah boleh karena sesuai dengan semangat Is-
lam yang juga menghendaki hal yang serupa bagi susunan
keanggotaan Lembaga Permusyawaratan yang iepresentatif 9

mencerminkan seluruh rakyat.



